
 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan 

Menurut hasil Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan selama 3 

bulan dan juga berdasarkan hasil dari wawancara kesimpulan dari hasil analisis 

evaluasi pengendalian internal adalah: 

1. Prosedur yang dirancang dalam proses pencairan kredit pada koperasi kredit 

Prima Danarta sudah memenuhi pengendalian internal menurut SAS 78 yang 

dikutip oleh Hall, karena kebijakan dan tahap-tahap tentang proses pencairan 

kredit yang dilakukan sudah sesuai. 

2. Pembatasan akses pada koperasi kredit Prima Danarta kurang tertib karena file 

dokumen kredit yang seharusnya hanya dapat diakses bagian kredit, dalam 

pelaksanaannya semua bagian seperti bagian keuangan dan bagian administrasi 

juga dapat mengakses dokumen kredit dengan bebas. 

3. Dalam pemisahan tugas, koperasi kredit Prima Danarta juga kurang efektif 

karena pada tahap survei kredit pada anggota yang seharusnya dilakukan oleh 

bagian kredit terkadang juga dilakukan oleh PJO. 

4. Koperasi kredit Prima Danarta memiliki kekurangan dalam hal tata ruang 

karena tidak ada batas sehingga bagian kredit, bagian DPP, dan bagian 

keuangan terdapat dalam satu ruang yang dapat memungkinkan pegawai untuk 

saling menukar informasi untuk keperluan pribadi masing masing yang 

nantinya dapat menyebabkan kerugian pada koperasi kredit Prima Danarta. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil evaluasi pengendalian internal pada koperasi kredit Prima 

Danarta berikut beberapa saran: 

1. Pemisahan Tugas 

Sebaiknya koperasi kredit Prima Danarta mengurangi perangkapan tugas 

untuk karyawan agar pegawai bisa meningkatkan kinerja mereka dengan 

maksimal sesuai dengan bagiannya masing-masing atau dengan alternatif 
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terakhir yaitu menambah jumlah pegawai jika koperasi kredit Prima Danarta 

sudah lebih berkembang dan anggota bertambah banyak agar semua job desc 

dapat terlaksana dengan maksimal serta melakukan pelatihan bagi pegawai 

agar pegawai dapat lebih menguasai bidang pekerjaanya. 

2. Pengendalian Akses 

Sebaiknya dokumen kredit hanya boleh diakses oleh bagian kredit dan juga 

PJO sehingga jika ada dokumen hilang atau rusak merupakan tanggung jawab 

dari bagian kredit saja. 

3. Informasi dan Komunikasi 

Sebaiknya antara bagian kredit, teller, bagian keuangan diberi batas atau 

sekat pemisah agar ruangan tidak tercampur menjadi satu bagian untuk 

mencegah pegawai saling menukar informasi yang digunakan untuk kegiatan 

operasional koperasi dan mencegah terjadinya kolusi. 
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